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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengelolaan pajak rumah kos dikota Malang ; (2) untuk
mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang.
Penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan dan berlokasi dikota Malang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah Observasi, Wawancara/interviw mendalam, dan Dokumentasi. Tipe penelitian yang digunakan
adalah tipe penelitian deskriptif dengan mengunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca
buku, majalah surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya
dengan masalah yang diteliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) penggelolaan pajak rumah kos di kota Malang hanya
berpedoman pada aturan undang-undang dan peraturan daerah di kota Malang dengan penetuan subjek pajak
(pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), objek pajak (rumah kos) serta dengan tariff yang dikenakan
sebesar 5% dari pendapatan bersih, dan pemungutan pajak yang berdasarkan jumlah kamar yaitu 10 (sepuluh) kamar
ke atas ;(2) faktor yang mempengaruhi penggelolaan pajak rumah kos masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar,
pemahaman wajib pajak yang kurang tentang peraturan perundang-undangan berlaku dalam pengenaan pajak rumah
kos di atas 10 (sepuluh) kamar, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata kunci: pengelolaan, pajak daerah.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2015 Pasal 4 Tabel. 1
Ayat ke (3) disebutkan bahwa yang termasuk dalam Data Jumlah Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah
objek pajak hotel sebagaimana dimaksut pada Ayat (1) Kos di Kota Malang Tahun 2014-2018

adalah: Motel, Losmen, Rumah Penginapan, Rumah
Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh),
ruangan Apartemen yang berubah fungsi sebagai Hotel
maupun tempat kost, dan atau kegiatan usaha lainnya
yang sejenis. (Perda No.2 Tahun 2015)

2014 347
kos yang berada di kota Malang yaitu sebagai
berikut: 2015 717
2016 810
2017 923
2018 1113
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Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota
Malang

Melihat data di atas sudah sangat jelas bahwa
peningkatan jumlah wajib pajak kos-kosan setiap tahun
begitu sangat meningkat. Sehingga Badan Pelayanan
Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang benar-benar harus
menggali potensi dari pajak kos-kosan untuk
mendukung pertumbuhan pembangunan yang ada di
kota Malang.

Pemungutan pajak yang ada di kota Malang
khususnya dalam pemungutan pajak rumah kos masih
belum bisa dipungut pajak berdasarkan omzet, adapun
alasanya vyaitu karena terkunci oleh dasar undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Sehingga banyak masyarakat
yang mengeluh karena merasa tidak adil dari peraturan
pemeintah kota Malang, karena banyak kos kosan yang
dibawah 10 kamar yang memiliki omzet yang jauh
lebih besar dibandingkan yang diatas 10 kamar.
Peraturan pemungutan pajak rumah kos yang masih
dijalani saat ini yaitu berdasarkan peraturan pemerintah
No.2 Tahun 2015.

2. METODE PENELITIAN
A. JenisPenelitian

Penggalian data dan informasi yang
dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif, dengan tujuan untuk memahami fenomena
yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Penelitian kualitatif mencakup pegunaan dan
pengumpulam beragam material emperis yang
digunakan studi  kasus, pengelaman personal,
introspektif, kisah hidup, dan teks wawancara,
observasi, sejarah, intraksional, dan teks visual yang
mendeskripsikan momen-momen rutin dan problematik
serta makna dalam kehidupan individu. (Denzin &
Lincoln :1994, Creswell 1998:15, Rulam 2014:14)

B. FokusPenelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus

penelitiannya adalah:

1. Dinas pendapatan, terutama dalam
pengelolaan pajak khusunya pada sektor
pajak rumah kos di kota Malang

a. Pengelolaan pajak rumah kos di
kota Malang

b. Penentuan objek pajak, subjek
pajak, wajib pajak dan tarif
pajak.

c. Pemungutan pajak

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan
pajak rumah kos di kota Malang.
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a. Faktor pendukung pengelolaan pajak
rumah kos di kota Malang
b. Faktor penghambat pengelolaan
pajak rumah kos di kota Malang
C. Lokasidansituspenelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana
peneliti melakukan penelitian, guna untuk memperoleh
data atau informasi yang dibutuhkan, tidak terlepas
data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian
yang dilakuna. Upaya dalam menetukan lokasi dan
situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat
berpengaruh terhadap pelaksanaannya suatu penelitian,
adapun lokasi penelitian yang dimaksut disini yaitu
kota Malang dan situs penelitiannya dilaksanakan di
Dinas Pendapatan Kota Malang.

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data
untuk mendukung kegiatan penelitian. Adapun data
yang yang digunakan peneliti yaitu meliputi data
primer dan sekunder.

1. Data Perimer

2. Data Sekunder.

3. Pengumpulan Data

Selanjutnya jika dilihat dari segi cara atau

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan
data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan)
interview (wawancara) kuesioner (angket), dokumtasi
dan gabungan keempatnya.

1. Observasi

2. Wawancara /Interview

3. Pengumpulan Data denganDokumen.

4. TeknikAnalisi Data

Analisis data adalah proses pengaturan urutan
data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori
dan suatu uraian dasar. Miles dan Humberman
memaparkan prosedur analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

2. Reduksi Data (Data Reduction)

3. Penyajian Data (Data Display)

4. Menarik Kesimpulan. (Conculusion Rulam
(2015:231)

G. Keabsahaan Data

Dalam penelitian ini adapun usaha-usaha yang
dilakukan peneliti untuk memeperoleh keabsahaan
hasil penelitian menurut Djunaidi (2015:320) yaitu:
Perpanjangankeikutsertaan
Ketekunan/KeajenganPengamatan
Triangulasi
Pengecekan denga teman sejawat
Analisis Kasus Negatif
Penggecekan Anggota.

ogakrwhE
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H. AnalisisPembahasan.

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi
sebelumnya di lapangan dalam hai ini peneliti akan
melakukan suatu analisis pembahasan dengan hasil
wawancara dan observasi yang di peroleh dari hasil
penelitian ~ sebagai  bahan  untuk  menjawab
permasalahan fokus peneliti dalam hal ini adalah:

1. PengelolaanPajakRumah Kos di Kota Malang.

Adapun jenis pajak yang termasuk dalam
pengelolaan pajak daerah kota Malang berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor
16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah vyaitu, Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air
Tanah. Dari beberapa jenis pajak yang dikelolah oleh
pemerintahan Daerah kota Malang penulis akan lebih
memperjelakan lagi terkait pengelolaan pajak Hotel
kategori rumah Kkos.

Dalam peraturan daerah No.02 Tahun2015
pada pasal 1 (9) pajak hotel adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel, selanjutnya pada
pasa 1 (10) Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa
penginpan atau peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
motel, losmen, rumah penginapan, dan sejenisnya serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10
(sepuluh).

Untuk memaksimalkan hasil pengelolaan
pajak rumah kos khususnya di kota Malang pihak
Badan Pelayanana Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang
menentukan Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak,
dan Tarif Pajak nya dan berdasarkan Peraturan Daerah
kota Malang Nomor 02 Tahun 2015 vyaitu sebagai
berikut:

2. PenentuanObjekPajak,
WajibPajak, danTarifPajak

SubjekPajak,

a. ObjekPajak.

Objek pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (1),
yaitu Motel, Losmen, Rumah Penginapan, Rumah Kos
dengan jumlah kamarlebih dari 10 (sepuluh), Ruang
Apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel maupun
tempat kost dan kegiatan usaha lainnya.

Dan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti bahwa objek pajak dalam pajak hotel kategori
rumah kos di kota Malang adalah motel, losmen,
rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan
dikenai pajak sebesar 5% daeri pendapatan pemilik
rumah kos (wajib pajak)

b. SubjekPajak
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Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pembayaran kepada orang
pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
pengertian ini telah diatur dalam peraturan daerah No.2
Tahun 2015 tentang pajak daerah pasal 1 ayat (26)
yaitu mengatakan bahwa subjek pajak adalah orang
pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. WajibPajak

Dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015
tentang pajak daerah bahwa wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan yang mengusahakan hotel,
sebagaimana dalam pasal 1 ayat 27 wajip pajak yaitu
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai
hak dan kewajipan perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dari peraturan yang berlaku saat ini masih
banyak masyarakat yang mengeluh dengan adanya
peraturan terkait pajak kos-kosan yang berdasarkan
jumlah kamar, karena masih banyak pemilik kos-kosan
yang dibawah 10 (sepuluh) kamar yang omsednya jauh
lebihh besar dari yang 10 (sepuluh) kamar ke atas. Dan
peneliti juga menemukan bahwa masih banyak pemilik
kos-kosan yang belum mengetahui bangaimna cara
menghitung dan membayar pajak kosnya, dalam hal ini
dari pihak BP2D terus melakukan sosialisai terkait
pajak kos-kosan baik itu di media cetak maupun secara
langsung di hotel-hotel, kampus juga sekolah.

d. TarifPajak

Besarnya pajak yang dikenakan dari subyek
pajak adalah 5% dari jumlah nilai bruto persewaan,
maka setiap hasil persewaan yang merupakan nilai
yang didapatkan dari persewaan dimaksud, wajib
dikenakan pajak penghasilan yang besarnya 5%.
Penjelasan dari pajak penghasilan di atas, hal ini
menunjukan bahwa usaha penyewaan kamar kos-kosan
bahwa salah satu objek pajak.

Adapun ketentuan ditariknya pajak kos- kosan
berdasarkan jumlah kamar masih banyak masyrakat
yang mengeluh dengan peraturan yang ada saat ini.
Mereka berangapan bahwa tariknya pajak kos-kosan
tidak bisa berdasarkan jumlah kamar karena tidak
sesuai dengan omzet yang mereka dapatkan, mereka
beranggapan bahwa yang memiliki kamar di bawah 10
(sepuluh) fasilitasnya lengkap dan besar, juga harga
sewa perkamarnya jauh lebih besar dari mereka yang
beroperasi di atas 10 (kamar) jadi masyrakat berharap
tarik pajak kos-kosan berdasarkan omzet saja biar
setara dan adil.

e. PemungutanPajak

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan
atas pajak rumah kos yaitu self assessment system.
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Dimana sistem ini memberi kepercayaan kepada wajib
pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban
perpajakannya sendiri, khususnya dalam menghitung
sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetorkan pajak
tersebut ke kas daerah dan kemudian wajib pajak
melaporkannya sendiri  kepada petugas pajak
Pemungutan pajak rumah kos yang berjumlah kamar
lebih dari 10 (sepuluh) kamar dipungut dengan sistem
self assessment system yang memberikan kepercayaan
kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
pajak terutang kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kota Malang.

B. Faktorpenghambatpengelolaanpajakruma
hkos di kota  Malang
1. WajibPajak yang belumterdaftar.

Pajak rumah kos merupakan pajak yang sudah
dijalankan di kota Malang berdasarkan peraturan
daerah kota Malang yang tertera dalam peraturan
perundang-undangan No.02 Tahun 2015. Dalam hal ini
masih masih adanya pengusaha rumah kos yang belum
mendaftarkan usahanya, membuat pihak BP2D harus
mengarahkan petugas untuk mendata di lapangan
terkait rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10
(sepuluh) yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Pemahaman

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam
memahami peraturan perpajakan yang telah ada saat
ini. Adapun wajib pajak yang tidak memahami
peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung akan
menjadi wajib pajak yang tidak taat. Diantaranya
pemilik rumah kos yang tidak paham dengan adanya
aturan pajak hotel kategori rumah kos salah satu
kendalanya adalah mereka yang tidak ikut hadir dalam
sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah
kota Malang khususnya pihad BP2D kota Malang.

pemahaman tentang pajak rumah kos adalah hal
yang sangat penting dalam hal pengelolaan pajak
rumah kos, dari hal ini apabila banyak dari wajib pajak
tidak memahami terhadap peraturan yang ada maka ini
adalah yang menjadi faktor penghambat dalam
pengelolaan pajak. Sehingga para wajib pajak
sebaiknya diberi pemahaman yang lebih mengenai
manfaat pajak dan kemana uang pajak yang akan
digunakan melalui  sosialisasi dan  melakukan
pendekatan terhadap wajib pajak agar wajib pajak lebih
merasa pentingnya membayar pajak.

3. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak

Beberapa diantara wajib pajak memiliki
kepatuhan yang kurang baik dalam hal ini mereka tidak
membuat dan melaporkan kegiatan usaha secara
periodik, baik itu laporan bulanan maupun tahunan.
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Ketidak patuhan wajib pajak dalam menyampaikan
SPTPD (surat pemberitahuan wajib pajak daerah) tepat
waktu. Dalam ketetapannya wajip pajak khususnya
pajak rumah kos harus membayar pajaknya disetiap
satu bulan, dengan tarif sebesar 5% dari
penghasilannya. Akan tetapi dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti banyak diantaranya wajib pajak
rumah kos yang menunggak dalam hal pembayaran dan
mereka baru menyetor langsung dalam hitungan satu
tahun.

Para wajib pajak tersebut menggunakan
berbagai alasan, contohnya seperti tidak mempunyai
waktu untuk melakukan pembayaran dalam hitungan
satu bulan, sementara Dalam hal ini para wajib pajak
bisa melaporkan melalui online terkait pembayaran
maupun melapor kembali kepada pihak BP2D.

C. FaktorPendukungPenggelolaanPajakRum
ah Kos di kota Malang
1. Kejelasan isi aturan.

Dalam hal ini adapun hirarki peraturan perundang-
undangan vyaitu tertera pada pasal 7 (1) Undang-
Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang penyususnan
peraturan perundang-undangan. Di bawah ini hirarki
perundang-undangan yaitu:

a. Undang- Undang Dasar Negara Repoblik
Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan MPR (Mejelis Permusyawaratan
Rakyat)

¢. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah

Penganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi, dan

Peraturan Daerah Kabupaten atau kota.

Q o

Peraturan Daerah No0.02 Tahun 2015 Tentan Pajak
Daerah pada pasal 4 (3) tentang petunjuka pelaksanaan
pemugutan pajak hotel dan termasuk di dalamnya
yaitu, motel, losmen, rumah penginapan, rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), ruang
apartemen, yang berubah fungsi sebagai hotel maupun
tempat kos dan atau, kegiatan usaha lainnya yang
sejenis.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suastu upaya pelayanan
pajak yang memang peranan sangat penting dalam
meningkatkan pengetahuan serta memberi pemahaman
kepada masyarakat akan perpajakan juga meningkat
kesadaran masyarakata akan pentingnya untuk
membayar pajak. Dan sosialisasi ini merupakan upaya
yang dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak
Daerah kota Malang dalam menerapkan peraturan
daerah kota Malang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang
Pajak Daerah.
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Penulis melihat bahwa dengan ada hal ini sosialisi
menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan pajak
rumah kos karena mengundang semua wajib pajak
rumah kos dalam suatu pertemuan yang membahas
tetang aturan yang berlaku di kota Malang.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil  penelitian, sehingga dapat

disimpulkan sebagai beriku:

1. Pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos
telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah
kota Malang Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Pajak Daerah. Pengelolaan pajak hotelkategori
rumah kos yaitu berawal dari penetuan subjek
pajak (penggunah rumah kos), objek pajak
(rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos),
tarif pajak yang bernilai sebesar 5% dari
pendapatan  rumah  kos, serta dengan
pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara
self  assessment  system  vyaitu  dengan
memberikan kepercayaan kepada pemilik rumah
kos untuk menghitung sendiri besaran pajak
yang harus dibayar. Adapun alur pembayaran
yang dilakukan dengan cara pemilik rumah kos
(wajib pajak) membayar langsung di bank yang
sudah ditentukan ooleh pemerintah kota Malang
selanjutnya slip pembayaran dari bank
diserahkan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah
(BP2D) Kota Malang untuk dibuatkan surat
setoran pajak daerah (SSP) telah melakukan
pembayaran pajak dan cara kedua pihak BP2D
yang berkunjung ke pemili rumah kos (wajib
pajak) dengan membawa surat ketetapan pajak
daerah (SKPD) setelah itu pemilik rumah kos
(wajib pajak) membayar pajak kepada petugas,
dan selanjutnya dibuatkan surat setoran pajak
daerah (SSP) oleh pihak BP2D.

2. Pengelolan pajak hotel kategori rumah kos,
tidak begitu jalan sempurna artinyadalam hal ini
muncul  berbagai  faktor- faktor  yang
mempengaruhi pengelolaan pajak itu sendiri.
Adapun faktor yang menjadi pengaruh
dalampengelolaan pajak rumah kos di kota
Malang ialah banyaknya wajib pajak yang
belum terdaftar karena data dari kecamatan atau
kelurahan belum lengkap mengenai jumlah
rumah pajak (objek pajak) serta sulit pendataan
yang dilakukan oleh pihak BP2D terhadap
rumah kos yang keberadaannya sulit diketahui,
faktor selanjutnya yang berpengaruh vyaitu
pemahamam pemilik rumah kos (wajib pajak)
terhadap aturan yang ada serta kepatuhan dan
kesadaran dari pemilik rumh kos (wajib pajak)
yang bisa dikatakan kurang. Namun dengan
demikian, faktor lain yang bersifat sebagai
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pendukung pengelolaan pajak rumah kos yang
di kota Malang yaitu, sosialisasi yang kerapkali
yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota
Malang khususnya Badan Pelayan Pajak Daerah
Kota Malang sebagai untuk memberikan
pemahaman memberikan pemahaman kepada
para pemilik rumah kos (wajib pajak) tentang
aturan berkaitan denga pajak hotel kategori
rumah kos, selain dari pada itu kejelasan aturan
juga menjadi faktor yang mendukung
pengelolaan pajak rumah kos karena dapat
menjadi landasan normatif pemerintah dalam
melakukan pengelolaan pajak rumah kos di kota
Malang.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat

memberi saran sebagai berikut in:

1. Selain memberikan kepercayaan kepada pemilik
rumah kos (wajib pajak) dalam hal ini
menggunakan self assessment system untuk
menghitung sendiri besaran pajak yang harus
dibayar sebaiknya pemerintah daerah dalamhal
ini khususnya BP2D tidak serta merta menerima
laporan yang diberikan oleh pemilik rumah kos
(wajib pajak) akan tetapi tetap dalam
pengawasan BP2D kota Malang.

2. Terkait dengan data rumah kos seharusnya
dilengkapi di kelurahan atau kecamatan
sehingga rumah kos (objek pajak) yang belum
terdaftar bisa di minimalisir serta pemilik rumah
kos (wajib pajak) harus lebih patuh dan sedar
akan terhadap pentingnya membayar pajak,
karena mengingat dalam hal ini memicu dalam
pembangunan nasional.
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